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PUTUSAN
Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Pn.

A= 7

el o

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi dengan pengesahan

perkawinan/itsbat nikah antara:

PENGGUGAT, NIK. nik, tempat tanggal lahir, Tarusan, 24 Juli 1972,
agama islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat
atas, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Alamat,
Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat,

sebagai Penggugat;
Lawan

TERGUGAT, tempat, tanggal lahir, Dhamasraya, 07 Agustus 1979,
agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar,
pekerjaan petani, bertempat tinggal di Alamat, Kabupaten
Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2024
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan, Nomor
196/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 20 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan
secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 22 Juni 2022, yang
dilaksanakan di rumah teman dari adik Penggugat yang terletak di Alamat,
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Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera
Barat;

2, Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah adik
kandung Penggugat yang bernama Wali nikah P dikarenakan disaat
pernikahan ayah kandung dan kakek Penggugat telah meninggal dunia,
pernikahan dilaksanakan di hadapan seorang gadi yang bernama Jas
Palo, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.500.000, serta disaksikan
oleh dua orang saksi yang masing — masing bernama Saksi nikah 1 dan
Saksi nikah 2;

3. Bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab yang
diucapkan oleh wali nikah tersebut dan ada pernyataan kabul yang
diucapkan oleh Tergugat (Tergugat);

4, Bahwa saat pernikahan di langsungkan status Penggugat berstatus
janda cerai mati dari seorang laki-laki Mantan suami P yang telah
meninggal dunia pada 24 September 2021 sebagaimana Akta Kematian
Nomor 1301-KM-28092021-0004 yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil
Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 28 September 2021 dari
sedangkan Tergugat berstatus duda cerai mati dari seorang wanita yang
bernama lIra;

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina
rumah tangga dirumah Penggugat di Alamat, Kabupaten Pesisir Selatan,
Provinsi Sumatera Barat,sampai akhirnya berpisah;

6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah
bergaul sebagaima layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun tidak
dikaruniai anak;

7. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat belum
memperoleh Buku Nikah dari Qadi Jas Palo, hal ini disebabkan karena
Penggugat dan Tergugat sepakat memilih untuk menikah secara sirri atau
nikah dibawah tangan dengan gadi tersebut dikarenakan saat pernikahan
pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sama-sama tidak merestui
pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa setelah menikah tidak ada pihak yang mengajukan keberatan

atau menggugat terhadap penikahan Penggugat dengan Tergugat
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meskipun setelah akad nikah dilaksanakan masing-masing pihak keluarga
masih tetap tidak merestui pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa sekarang Pengugat tidak mempunyai bukti dari pernikahan
antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sedangkan bukti pernikahan
tersebut Penggugat butuhkan untuk mengurus proses perceraian
Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Pengugat memerlukan
Penetapan Pengesahan Nikah terlebih dahulu;

10. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun tanggal 08 September 2023
secara tiba-tiba Tergugat malah pergi dari rumah kediaman bersama tanpa
sepengetahuan Penggugat, dan setelah Tergugat pergi, Penggugat masih
berusaha untuk membujuk Tergugat untuk pulang dan kembali berumah
tangga dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat menolak dan menyatakan
tidak ingin kembali lagi dengan Penggugat dikarenakan selama menikah
orang tua Penggugat masih tidak merestui pernikahan Penggugat dengan
Tergugat;

11. Bahwa semenjak tanggal 08 September 2023 tersebut antara
Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu
rumah lagi yang sampai sekarang sudah terhitung selama 6 (enam) bulan
1 (satu) minggu 4 (empat) hari lamanya;

12. Bahwa selama pergi Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau
lagi kembali berumah tangga dengan Penggugat meskipun upaya untuk
merukunkan dan mendamaikan kembali rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah pernah dilakukan hamun tetap tidak berhasil;

13. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah Alamat, Kabupaten
Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat bersama
dengan kakak Tergugat di Alamat, Kabupaten Pesisir Selatan;

14. Bahwa Penggugat berkesimpulan, rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu Penggugat
ingin mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan mengajukan gugatan
perceraian ke Pengadilan Agama Painan;

15. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul
akibat dari perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pengugat mohon
kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Painan C.g. Majelis Hakim Pengadilan
Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili Gugatan Pengugat ini,
serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat (Penggugat)
dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 22
Juni 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang
Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Pengugat biaya perkara menurut ketentuan
hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara
panggilan (relaas) Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 21 Maret 2024 dan
27 Maret 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pesisir
Selatan NIK nik atas nama Penggugat, yang telah dinazegelen
(bermaterai cukup dan di cap pos), setelah diperiksa oleh Majelis Hakim
dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan

aslinya. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi-saksi
1.

, Kabupaten Pesisir Selatan,

Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah adik
kandung Penggugat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan
keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22

Juni 2022 di rumah teman dari Saksi yang bernama Saksi nikah 1

yang terletak di Alamat, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten

Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa saksi hadir menyaksikan pernikahan Penggugat

dan Tergugat tersebut;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saksi

sendiri yang bernama Wali nikah Pr, karena saat itu ayah kandung

dan kakek kandung dari Penggugat sudah meninggal dunia, dan

saksilah yang menjadi wali nasab Penggugat. Saksi-saksi pernikahan

saat itu adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2, sedangkan mahar

yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah uang

sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pernikahan itu tidak

dihadiri oleh petugas KUA setempat, melainkan hanya menikah di
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depan gadi yang biasa menikah-nikahkan orang yang bernama Jas
Palo;

- Bahwa sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan, Status
Penggugat adalah janda cerai mati, karena suami Penggugat
sebelumnya yang bernama Mantan suami P meninggal dunia pada
tanggal 24 September 2021, sedangkan status Tergugat adalah duda
cerai mati, karena istri Tergugat sebelumnya yang bernama Ira telah
meninggal dunia pula;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan
Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan
lainnya yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat, baik
dalam agama Islam, maupun adat setempat;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak diurus
administrasi pernikahannya lantaran saat pernikahan tersebut pihak
keluarga Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak setuju dengan
pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang
menggugat ataupun keberatan dengan pernikahan Penggugat dan
Tergugat tersebut;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak diurus
administrasi pernikahannya lantaran saat pernikahan tersebut pihak
keluarga Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak setuju dengan
pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah
bergaul selaiknya pasangan suami istri dan membina rumah tangga
di rumah Penggugat di Alamat, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi
Sumatera Barat;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 lalu
terjadi masalah antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat yang tidak cocok

dengan anak Penggugat disebabkan anak Penggugat masih tidak
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setuju dengan Tergugat yang menikah dengan Penggugat, sehingga
akhirnya Tergugat memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar
Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahuinya dari
cerita Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat
tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak
sekitar bulan September tahun 2023 sekira-kira 6 (enam) bulan yang
lalu, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah
berkumpul kembali dalam rumah tangga;

- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah Alamat,
Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan
Tergugat bersama dengan kakak Tergugat di Alamat, Kabupaten
Pesisir Selatan;

- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat telah
meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;

- Bahwa Saksi dan keluarga pernah berusaha untuk
mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun
kembali dalam membina rumah tangga bahkan saksi sering dilibatkan
dalam usaha mendamaikan tersebut, namun tidak berhasil;

, Kabupaten Pesisir Selatan,
Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah bibi
Penggugat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di
muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22
Juni 2022 di rumah teman dari adik kandung Penggugat yang
bernama Saksi nikah 1 yang terletak di Alamat, Kecamatan Batang

Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
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- Bahwa saksi hadir menyaksikan pernikahan Penggugat
dan Tergugat tersebut;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah adik
kandung Penggugat yang bernama Wali nikah Pr, karena saat itu
ayah kandung dan kakek kandung dari Penggugat sudah meninggal
dunia, dan adik kandung Penggugat yang menjadi wali nasab
Penggugat. Saksi-saksi pernikahan saat itu adalah Saksi nikah 1 dan
Saksi nikah 2, sedangkan mahar yang diberikan oleh Tergugat
kepada Penggugat adalah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus
ribu rupiah). Pernikahan itu tidak dihadiri oleh petugas KUA setempat,
melainkan hanya menikah di depan gadi yang biasa menikah-
nikahkan orang yang bernama Jas Palo;

- Bahwa sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan, Status
Penggugat adalah janda cerai mati, karena suami Penggugat
sebelumnya yang bernama Mantan suami P meninggal dunia pada
tanggal 24 September 2021, sedangkan status Tergugat adalah duda
cerai mati, karena istri Tergugat sebelumnya yang bernama Ira telah
meninggal dunia pula;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan
Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan
lainnya yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat, baik
dalam agama Islam, maupun adat setempat;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak diurus
administrasi pernikahannya lantaran saat pernikahan tersebut pihak
keluarga Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak setuju dengan
pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang
menggugat ataupun keberatan dengan pernikahan Penggugat dan
Tergugat tersebut;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak diurus
administrasi pernikahannya lantaran saat pernikahan tersebut pihak
keluarga Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak setuju dengan

pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah
bergaul selaiknya pasangan suami istri dan membina rumah tangga
di rumah Penggugat di Alamat, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi
Sumatera Barat;

- Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat disebabkan oleh karena keluarga dan anak Penggugat
masih tidak setuju dan merestui hubungan Tergugat dengan
Penggugat, sehingga akhirnya Tergugat memutuskan pergi dari
rumah kediaman bersama;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar
Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahuinya dari
cerita Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat
tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak
sekitar bulan September tahun 2023 sekira-kira 6 (enam) bulan yang
lalu, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah
berkumpul kembali dalam rumah tangga;

- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah Alamat,
Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan
Tergugat bersama dengan kakak Tergugat di Alamat, Kabupaten
Pesisir Selatan;

- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat telah
meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;

- Bahwa Saksi dan keluarga pernah berusaha untuk
mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun
kembali dalam membina rumah tangga bahkan saksi sering dilibatkan
dalam usaha mendamaikan tersebut, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat
yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu,
sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf
(a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115
Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita acara panggilan
(relaas) Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 21 Maret 2024 dan tanggal 27
Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat
tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan
tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.,
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, hal mana juga sejalan dengan hadis
riwayat al-Bazzar dalam kitab Majma’ al-Zawaid wa Manba’ al-Fawaid jilid 1V
halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian

diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:
ol - allls 9g9 il pld ualuall plS> o aS> | sE3 o
o S ) Jl_'é
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Artinya: “Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang
hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia
adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya”

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini yang
menjadi alasan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama agar
mengabulkan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana
didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa sejak tanggal 08
September 2023 secara tiba-tiba Tergugat malah pergi dari rumah kediaman
bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, dan setelah Tergugat pergi,
Penggugat masih berusaha untuk membujuk Tergugat untuk pulang dan
kembali berumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat menolak dan
menyatakan tidak ingin kembali lagi dengan Penggugat dikarenakan selama
menikah orang tua Penggugat masih tidak merestui pernikahan Penggugat
dengan Tergugat, semenjak tanggal 08 September 2023 tersebut antara
Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah
lagi yang sampai sekarang sudah terhitung selama 6 (enam) bulan 1 (satu)
minggu 4 (empat) hari lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah
ada upaya untuk memperbaiki hubungan, tetapi tidak berhasil, sendiri
sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dari Penggugat dikumulasikan dan
didahului dengan permohonan Penggugat agar pernikahan antara Penggugat
dengan Tergugat yang telah dilaksanakan sesuai agama Islam tetapi tidak
tercatat dinyatakan sah oleh Pengadilan, sebagaimana dalam gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1685
KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat
mengenai pengesahan pernikahan sekaligus perceraian tersebut di atas, hal
mana juga sejalan dengan makna hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abdullah
bin Abbas R.A. yang diriwayatkan oleh al-Baihagi, dan juga sejalan dengan
pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah I'anah al-Thalibin jilid 1V
halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim
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untuk membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil

Gugatannya sebagai berikut:
A5Eler5 psd JIssl Iz, 23 281585, Hwlll Lkl 8l
S 8s ol ledlls welall GIe &8l ST

Artinya: "Seandainya setiap orang dikabulkan permohonannya hanya semata
berdasarkan ucapannya belaka, tentunya akan banyak orang yang menggugat
harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi bukti itu harus ditegakkan oleh orang
yang menggugat dan sumpah itu wajib diberikan oleh orang yang mengingkari
(membantah permohonan).

0552 Ol b iy ade sbasll jozy sl sl Gle sbasll jlg>
ax> E_.)..aJ

Artinya: “Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib/tidak
hadir (di muka persidangan) dengan syarat Penggugat memiliki hujjah/bukti”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Penggugat adalah
terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak
ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap
dibebankan wajib bukti untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat agar
didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi
dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh
keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat
tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun
2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15
Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) yang
pada pokoknya mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu

perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara
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perceraian dengan alasan perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus
dapat dikabulkan jika terbukti suamifistri berselisih dan bertengkar terus
menerus, atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan,
maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan adanya perselisihan dan
pertengkaran antara suami istri secara terus menerus atau setidaknya
membuktikan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara suami dan istri
selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta bukti saksi-saksi yang
dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Penggugat
tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P tersebut merupakan fotokopi
sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah
dinazegelen sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil
akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020
tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan
sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P menerangkan yang pada pokoknya
Penggugat adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten
Pesisir Selatan, keterangan mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat,
sehingga harus dinyatakan bukti surat P telah memenuhi syarat materiil akta
autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P
telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka bukti surat
P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang
mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah
Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan wilayah hukum
Pengadilan Agama Painan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Painan
berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua
orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas
yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi
persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg
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jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan
kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal
175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang
sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai Penggugat dan Tergugat yang menikah secara agama Islam pada
tanggal 22 Juni 2022 di rumah teman dari adik Penggugat yang bernama Saksi
nikah 1 yang terletak di Alamat, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir
Selatan, Provinsi Sumatera Barat, menjadi wali nikah Penggugat adalah adik
kandung Penggugat yang bernama Wali nikah Pr, karena saat itu ayah kandung
dan kakek kandung dari Penggugat sudah meninggal dunia, dan adik
Penggugat yang menjadi wali nasab Penggugat. Saksi-saksi pernikahan saat
itu adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2, sedangkan mahar yang diberikan
oleh Tergugat kepada Penggugat adalah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah). Pernikahan itu tidak dihadiri oleh petugas KUA setempat,
melainkan hanya menikah di depan gadi yang biasa menikah-nikahkan orang
yang bernama Jas Palo, sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan, Status
Penggugat adalah janda cerai mati, karena suami Penggugat sebelumnya yang
bernama Mantan suami P meninggal dunia pada tanggal 24 September 2021,
sedangkan status Tergugat adalah duda cerai mati, karena istri Tergugat
sebelumnya yang bernama Ira telah meninggal dunia pula, antara Penggugat
dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan lainnya
yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat, baik dalam agama
Islam, maupun adat setempat, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak diurus
administrasi pernikahannya lantaran saat pernikahan tersebut pihak keluarga
Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak setuju dengan pernikahan
Penggugat dengan Tergugat, sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang
menggugat ataupun keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat
tersebut, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak diurus administrasi
pernikahannya lantaran saat pernikahan tersebut pihak keluarga Penggugat
dan Tergugat sama-sama tidak setuju dengan pernikahan Penggugat dengan
Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak
lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak sekitar bulan September tahun

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira-kira 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman
bersama dan sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah lagi tinggal bersama, dan masing-masing telah meninggalkan kewajiban
sebagai suami istri, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah
mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak
berhasil, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri,
mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau
saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk
menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg. dan telah
mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil-dalil Penggugat
tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus
menerus, dengan alasan-alasannya, kedua saksi Penggugat tidak ada yang
mengetahuinya dengan didasarkan sumber pengetahuan yang sah, melainkan
hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada kedua saksi, sehingga
keterangan tersebut tidak memiliki daya bukti;

Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat
ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam pada
tanggal 22 Juni 2022 di rumah teman dari adik Penggugat yang bernama
Saksi nikah 1 yang terletak di Alamat, Kecamatan Batang Kapas,
Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah adik kandung
Penggugat yang bernama Wali nikah Pr, karena saat itu ayah kandung dan
kakek kandung dari Penggugat sudah meninggal dunia, dan adik
Penggugat yang menjadi wali nasab Penggugat. Saksi-saksi pernikahan
saat itu adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2, sedangkan mahar yang
diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah uang sejumlah
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
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3. Bahwa Pernikahan itu tidak dihadiri oleh petugas KUA setempat,
melainkan hanya menikah di depan gadi yang biasa menikah-nikahkan
orang yang bernama Jas Palo;

4, Bahwa sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan, Status
Penggugat adalah janda cerai mati, karena suami Penggugat sebelumnya
yang bernama Mantan suami P meninggal dunia pada tanggal 24
September 2021, sedangkan status Tergugat adalah duda cerai mati,
karena istri Tergugat sebelumnya yang bernama Ira telah meninggal dunia
pula;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah,
sesusuan ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan
Penggugat dan Tergugat, baik dalam agama Islam, maupun adat setempat;
6. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak diurus administrasi
pernikahannya lantaran saat pernikahan tersebut pihak keluarga Penggugat
dan Tergugat sama-sama tidak setuju dengan pernikahan Penggugat
dengan Tergugat;

7. Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang menggugat
ataupun keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6
(enam) bulan;

9. Bahwa sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah lagi tinggal bersama, dan masing-masing telah meninggalkan
kewajiban sebagai suami istri;

10. Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah

diupayakan, tetapi tidak berhasil;
Pertimbangan Petitum Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa tentang petitum agar pengadilan menyatakan sah
perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada
tanggal 22 Juni 2022 di rumah teman dari adik Penggugat yang terletak di
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Alamat, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi
Sumatera Barat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan
fakta-fakta hukum di atas sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perkawinan yang
dilakukan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun
pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan
perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli
figih dalam kitab al-Figh ‘alaa al-Madzaahib al-Arba’ah karangan Abd al-
Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang

selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:
a0 g ul.)&l.uu_g ._5J_9_9 429 ) 9 CT9) -duuo> CLS.A.” ULS_)l

Artinya: “Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali
nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul).”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat
mengenai pengesahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti,
dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum
Islam, maka Majelis Hakim menyatakan sahnya pernikahan antara Penggugat
dengan Tergugat, oleh karena itu permohonan Penggugat sebagaimana
petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang menjatuhkan talak satu
bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberi
pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada
cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai

suami istri”;
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Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami
istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak
dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 3 Tahun 2018
tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
(Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya
mengatur bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan
seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan
mengakihir lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum
dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat, dan
menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian
hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage)
dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Bahwa indikator pecahnya surat perkawinan di antaranya dijelaskan
dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 04 Tahun 2014 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun
2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan
Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret
2014, yaitu apabila telah nyata sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil,
baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Majelis Hakim selama
persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami
dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya
sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama,
dan adanya fakta atau peristiwa yang ditemukan di persidangan seperti adanya
wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga,
perjudian, dan lain-lain yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak
sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian,
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dan saling percaya satu sama lain, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak
tinggal lagi bersama dalam satu rumah, dan tidak lagi saling melaksanakan
kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik
antara Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan dalam membina rumah
tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Begitu pula upaya perdamaian
oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan lewat nasihat yang
telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, variabel-variabel
retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat (broken marriage)
sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun
2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15
Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2)
sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah
ditemukan dalam persidangan, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan yang dapat dinilai sebagai
akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus
menerus hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI di antaranya putusan Mahkamah Agung Rl Nomor 299
K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat
Majelis Hakim yang menegaskan bahwa: “Keterangan dua orang saksi dalam
sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts
bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan
pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2
Kompilasi Hukum Islam, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an
surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

g04] T80t 53051 1p8uudil 10,3 oS50 15 001 3t1E D cpes
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Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri -istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang,
sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir”;

Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila
dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (mafsadat) yang
lebih besar daripada kebaikan (maslahat)nya, oleh karena itu kerusakan

tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

ixliang 8oio ol 1508 .las)l > o el auwlaoll €5
WL 8oumaall g5 s

Artinya: “Menolak kerusakan (mafsadat) lebih diutamakan daripada meraih

kebaikan (maslahat). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan
kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan,
yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, sementara
Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan
tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah mencapai
puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah
tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang aktif dalam
mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang
sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim
perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang
termuat dalam kitab Nailu al-Awthar karangan Muhammad bin Ali al-Syaukani
(w. 1250 H) cetakan Darul Hadis Mesir tahun 1993 Juz VI halaman 387 yang
selanjutnya diambil alih sebagap pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :
uL;JdﬂnglslylL@:BJuxuawuadxayg}Uwub

ool cusll 59759 aaaill (e HLuc ¥l (16 LS s jle>
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Artinya : “Istri selaiknya tidak boleh melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan
dengan suaminya, kecuali apabil terbukti hal-hal yang membolehkannya seperti
suami yang sulit untuk menafkahi istrinya, ada aib pada suami, juga ketika
seorang istri sudah sangat membenci suaminya”.
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Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-
benar telah pecah (break down marriage), dengan demikian rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah perceraian
pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2
huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat
adalah talak satu ba'in sughra;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;

3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan
Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 22 Juni 2022
di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kapas,
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Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

4. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Painan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Miladiyah
bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh M. Jimmy
Kurniawan, S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Miftahul Jannah, S.Sy. dan Zamzami
Saleh, Lc., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim
Anggota tersebut dan dibantu oleh Jacki Efrizon, S.H. sebagai Panitera serta
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Miftahul Jannah, S.Sy. Zamzami Saleh, Lc., M.H.

Panitera,

Jacki Efrizon, S.H.

Perincian biaya perkara:
1. PNBP
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a. :Rp 30.000,00
Pendaftaran

b. :Rp 20.000,00
Panggilan pertama P dan T

c 'Rp 10.000,00

Redaksi
2. Prose :Rp 75.000,00
s
3. Pangg :Rp 300.000,00
ilan
4. Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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